
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

A. Buku 
 

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 

Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.183. 

Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2005, hlm. 113. 

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30 

A’an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika, 

Jakarta Timur, 2016, hlm. 88 

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23. 

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan kedua, Jakarta, 

Kencana, 2006, hlm 68 

E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, 

Jakarta, 2001. hlm 11 

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris,hlm.120 
 

----------Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris MKN), 

(PT. Refika Aditama, Bandung, 2017), hlm. 100 

----------Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar 

Maju, Bandung, 2012, 

-----------Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008 



 

 

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris, 

Cetakan Pertama (Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013), hlm. 161. 

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Kompas, Jakarta, 2007 
 

I Made Widyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal 58 

Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Rizkika Arkan Putera Indrajaya, Notaris dan 

PPAT Suatu Pengantar, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2020), hlm. 56 

Kanter dan Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”. 

Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54 
 

Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris,Cetakan 

Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7. 

Masyhur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan 

Internasional, Jakarta, 2006, hlm.123. 

Muhammad Ilham Arisaputra, (Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan 

Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif: Kajian 

Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 

17(3), 2012 hlm. 179. 

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140 

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2015, hlm. 347 

M. Nur Rasaid, 2008. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 
 

Notodisoerjo, R.S. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: 

RajawaliPers, 2010 

Octavianus M. Momuat, Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata 

di Pengadilan. Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, ( 2014 ) hlm. 138. 



 

 

P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan 

Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, 

Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46. 

Peter Mahmud Marzuki, 2006. Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung Pengurus 

Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang 

dan Dimasa Datang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 
 

Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan 

Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 33 

Ryno Bagas Prahardika & Endang Sri Kawuryan, Tanggung Gugat Notaris atas 

Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Transparansi 

Hukum, Universitas Kadiri, 1(1), 2018, hlm. 44. 

Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, cet 1, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 2006.hlm 102-103 

Rocky Marbun, Deni Satya, Mahmud Mulyadi, Kapita Selekta Penegakan Hukum 

(Acara) Pidana, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021, hlm 89 

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan 

Perkembangan Masyarakat. Angkasa, Bandung, 1986, hlm 56 

Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, 2014 

----------- Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 26 
 

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,PT Revika 

Aditama Bandung, 2006 

S.R Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni 

Aheam-Petehaem, Jakarta, 2002, hlm 160 

Sudidjo Notoadmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta 



 

 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta, 

2003 

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019) hlm. 36 

Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum diIndonesia,SinarGrafika,Jakarta. 

Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek 

Notaris, Buku I, (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000), hlm. 159 
 

A. Peraturan Perundang-Undangan 
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, 

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Wetboek Van Strafrecht, 

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang– 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

B. Jurnal /Tesis dan Website 
 

Abdul Jalal, “Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan 

Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, 

Jurnal Akta, Vol 5, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 231. 

Anugerah Yunus, M. Syukri Akub dan Anwar Borahima, Pertanggungjawaban 

Notaris Atas Penempatan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, Jurnal 

Analisis, Vol.3 No.2, Desember 2014 hlm.19 

I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, Tanggung Jawab 

Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu, Jurnal 

Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 

M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, Tindak Pidana Menyuruh 

Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor : 

1545/PID.B/2012 PN. Medan Jo Putusan Nomor : 39/PID/2013/PT.Medan), 

USU Law Journal, Vol. 3 No. 3, (November 2015). 



 

 

Muchammad Ali Marzuki. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik 

pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. Jurnal Komunikasi 

Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2), hlm. 134. 

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana, Risalah Lelang sebagai Akta 

Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. Kertha Semaya: Journal 

Ilmu Hukum, Universitas Udayana, 5(2), 2017 hlm. 4. 

Naomi Sari Kristiani Harefa., et al. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap 

Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): 

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

73/Pid.SusTPK/2018/PN.Mdn. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic 

Genius (SIGn), 2(1), hlm. 32. 

Purwaningsih, I. Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris. Jurnal Hukum 

dan Kenotariatan, 2019, hlm 7. 

Risa Hermawati, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi 

Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)”,Otentik’s: Jurnal Hukum 

Kenotariatan, Vol 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 164. 

Soegeng Ari Soebagyo, Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi 

Akta Dibawah Tangan.(Jurnal Akta: Volume 4 Nomor 3 September 2017). 

hlm 326. 

SalyJN,SerenaMA,SugiartoIR,RambuRV,WisutaR,PasyahRA,&YuliantoH./Jurnal 

Ilmiah Wahana Pendidikan 9(20), hlm, 354 

Sarah Sarmila Begem., Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem 

Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat 

Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social 

Politic Genius (SIGn), 1(1), hlm. 2. 



 

 

Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra. (2019). Kewenangan Notaris dalam 

Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 1003 K/Pid/2015). Jurnal Hukum Adigama, Universitas 

Tarumanagara, 2(2), hlm. 5. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris- 
 

sebagai-akta-otentik/ 
 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-

